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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Anak merupakan gelnelrasi pelnelrus bangsa ylang melmpunylai tanggung 

jawab belsar delmi telrcapainyla cita-cita bangsa. Anak belrdasarkan delfinisi dalam 

pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Telntang Pelrlindungan Anak 

melnjellaskan bahwa “Anak adalah selorang ylang bellum belrusia 18 tahun dan 

bahkan masih dalam kandungan”. Anak melmiliki pelran pelnting selbagai gelnelrasi 

pelnelrus bangsa selorang anak selbagai ge lnelrasi pelnelrus bangsa tellah melnunjukkan 

bahwa hak-hak anak ylang ada di Indonelsia tellah selcara telgas dinylatakan dalam 

pelrundang-undang telpatnyla pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas 

pelrubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 telntang kove lnsi hak anak. 

Hak anak ylang dimaksud adalah suatu kelhelndak ylang dimiliki olelh anak ylang 

dilelngkapi delngan kelkuatan (macht) dan ylang dibelrikan olelh sistelm hukum/ 

tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.
1
 

Salah satu hak anak telrselbut telrcantum dalam pasal 2 aylat (3) dan (4) 

Undang-Undang Re lpublik Indonelsia Nomor 4 Tahun 1979 Telntang Ke lseljahtelraan 

Anak, dimana dalam Undang-Undang telrselbut melnjellaskan bahwa “Anak belrhak 

atas pelmelliharaan dan pelrlindungan, baik selmasa kandungan maupun selsudah 

dilahirkan”. Sellanjutnyla dalam aylat (4) belrbunyli bahwa “Anak belrhak atas 

pelrlindungan telrhadap lingkungan hidup ylang dapat melmbahaylakan atau 

melnghambat pelrtumbuhan dan pelrkelmbangan de lngan wajar”. Delmi telrwujudnyla 
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 Wardah Nuroniylah, Hukum Pelrlindungan Anak di Indonelsia, YLaylasan Hamjah Diha, 

Pringgarata-Lombok Telngah,2022, hlm 1. 
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hak-hak anaktelrselbut sudah selharusnyla upayla pelrlindungan anak mulai seldini 

mungkin, agar kellak dapat belrpartisipasi selcara optimal dalam pelmbangunan 

bangsa dan nelgara. 

Anak me lrupakan amanah dan karunia Tuhan ylang di dalamnyla mellelkat 

harkat dan martabat manusia selutuhnyla, anak dipahami selbagai bagian dari warga 

ne lgara ylang wajib dilindungi olelh nelgara. Melnurut Pasal 1aylat 1 Undang- 

Undang Nomor 35 Tahun 2014 pelrubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 telntang anak diselbutkan bahwa anak adalah selselorang ylang bellum belrusia 

18 tahun, telrmasuk anak ylang masih dalam kandungan. Belgitu pula pada 

Konve lnsi PBB melnge lnai Hak Anak, anak adalah selmua orang ylang belrusia di 

bahwa 18 tahun, namun tidak melnutup kelmungkinan suatu nelgara melnggunakan 

angka umur lain selbagai batasan untuk melngatelgorikan relntang usia anak. 

Dalam rellasi delngan orangtua, seltiap anak belrhak melngelnal orangtuanyla 

dan seldapat mungkin diasuh olelh melrelka. Anak juga be lrhak melmiliki idelntitas, 

nama, kelwargane lgaraan, dan ikatan kelluarga selrta melndapatkan bantuan dari 

pelmelrintah apabila ada bagian dari idelntitasnyla ylang hilang. Di sisi lain, 

Pelmelrintah melmiliki belbelrapa kelwajiban telrkait pelmelnuhan hak anak, ylaitu: 

1. Pelrtama, Pelmelrintah melmiliki kelwajiban melmelnuhi dan melmfasilitasi hak 

anak. Selmua tindakan dan kelputusan melnylangkut selorang anak harus 

dilakukan atas dasar kelpelntingan telrbaik anak; 

2. Ke ldua, Pelmelrintah belrtanggung jawab melmastikan selmua hak anak dilindungi 

dan telrpelnuhi, selbagaimana dicantumkan di dalam Konve lnsi Hak-Hak Anak 

dan Undang-Undang Pe lrlindungan Anak; 



3  

l l 

 

3. Ke ltiga, Pelmelrintah harus melmbelntuk kelluarga mellindungi hak hak anaknyla 

dan melnyleldiakan panduan selsuai tahapan usia agar se ltiap anak dapat bellajar 

melnggunakan haknyla dan melwujudkan potelnsinyla selcara pelnuh; 

4. Pelmelrintah pelrlu melmastikan bahwa anak bisa belrtahan hidup dan tumbuh 

de lngan selhat. Seltiap anak belrhak melndapatkan standar kelselhatan dan 

pelrawatan meldis ylang telrbaik, air belrsih, makanan belrgizi dan lingkungan 

tinggal yang bersih dan aman.
2
 

Anak belrhak melmpelrolelh pelndidikan dan pelngajaran dalam rangka 

pelnge lmbangan pribadinyla dan tingkat kelcelrdasannyla selsuai delngan minat dan 

bakatnyla. Kurikulum pelndidikan harus mampu melnumbuhkan karaktelr, bakat, 

kondisi, melntal dan kelmampuan fisik anak. 

Pelrlindungan hak-hak anak pada hakikatnyla melnylangkut langsung 

pelngaturan dalam pelngaturan pelrundang-undangan,kelbijaksanaan, usaha dan 

kelgiatan ylang melnnjamin telrwujudnyla pelrlindungan hak-hak anak, pelrtana-tama 

didasarkan atas pe lrtimbangan bahwa anak-anak melrupakan golongan ylang rawan 

dan indelpelndeln, disampung kare lna adanyla golongan anak-anak ylang me lngalami 

hambatan dalam pelrtumbuhan dan pelrkelmbangannyla, baik rohani, jasmani, 

maupun sosial. 

Tindakan tindakan anak ylang melmiliki pelmikiran kriminal ini harusnyla 

melnjadi suatu pelmbelda delngan ke lnakalan anak atau juvelnilel dellinquelncyl. Pada 

 

2
 Ibid, hlm 9-10 
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Undang-Undang Sistelm Pelradilan Pidana Anak melnylelbutkan anak ylang 

belrhadapan delngan hukum adalah anak ylang be lrkonflik delngan hukum, anak 

ylang melnjadi korban tindak pidana, dan anak ylang melnjadi saksi tindak pidana. 

Pelrmasalahan telntang anak ylang belrhadapan delngan hukum harus disellelsaikan 

dengan tepat dalam rangka melindungi hak-hak anak.
3
 

Undang-undang telntang Pelngadilan Anak mellihat sisi anak dari pelrbuatan 

ylang dilakukannyla, apabila anak telrselbut mellakukan keljahatan selbellum anak 

telrselbut umur 12 (dua bellas) tahun tidak dikatelgorikan anak nakal selhingga dari 

sisi hukum ia bellum dapat dimintai pelrtanggungjawaban, selbaliknyla apabila 

sudah melncapai umur 12 (dua bellas) tahun sampai 18 (dellapan bellas) tahun dapat 

dimintai pelrtanggungjawaban atas pelrbuatan ylang dilakukannyla, kelmudian bila 

anak telrselbut selbellum umur 18 (dellapan bellas) tahun sudah kawin maka bukan 

dikatelgorikan anak dan prosels pelradilan mellalui pelradilan umum bukan pelradilan 

anak. 

Dan melmbelrikan tujuan ylang te lrbaik bagi anak, tanpa melngorbankan 

kelpelntingan masylarakat dan telgaknyla suatu keladilan. Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 Telntang Sistelm Pelradilan Pidana Anak melmbelrikan kelkhususan bagi 

pellaku Tindak Pidana Anak melnggunakan sylstelm Relstorativel Justicel dan 

Dive lrsi. Dive lrsi selndiri melnurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tellah 

dibelrikan tafsiran autelntik pada Pasal 1 Angka 7, ylaitu pelngalihan pelnylellelsaian 

pelrkara anak dari prosels pelradilan pidana kel prosels diluar pelradilan pidana. 

 

3
Muhammad Rizky Pratama Ar Rahim, et al., Anak Sebagai Aktor Kriminal dalam 

l l l 

Pre lspe lktif Hukum Pidana, Vol 9, No 1(2024) 
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Ke lkhususan dalam pelnylellelsaian tindak pidana anak tidak selmata-mata 

untuk melmbeldakan pelnylellelsaian tindak pidana, namun lelbih kelpada 

pelnylellamatan gelnelrasi bangsa ylang telrjelbak dalam kelnakalan. Masalah 

kelnakalan ylang belrujung tindak kelkelrasan adalah satu masalah sosial ylang sellalu 

melnarik dan melnuntut pelrhatian ylang se lrius dari waktu kel waktu. Telrle lbih lagi, 

melnurut asumsi umum selrta belbelrapa hasil pelngamatan dan pelnellitian belrbagai 

pihak, telrdapat kelcelndelrungan pelrkelmbangan pelningkatan dari belntuk dan jelnis 

tindak kelkelrasan telrtelntu, baik selcara kualitas maupun kuantitasnyla.belrbicara 

telntang konselp dan pelnge lrtian tindak kelkelrasan itu selndiri, masih telrdapat 

kelsulitan dalam melmbelrikan delfelnisi ylang telgas karelna masih telrdapat 

keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.
4
 

Pada wilaylah Kota Jambi, Kelpolisian Relsor Kota Jambi tellah melndata 

se ltidaknyla dalam kurun waktu 3 Tahun telrakhir telrdapat keljahatan belrupa 

kelkelrasan fisik ylang dilakukan olelh anak delngan anak se lbagai korban. Pada 

tahun 2022-2024 jumlah kasus kelkelrasan melncapai 164 kasus, Dimana mayloritas 

kasus tersebut telah diselesaikan dengan cara mediasi atau restorative justice.
5
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Tri Astuti Handayani, Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 

Ke lke lrasan, JUSTITIABLEL - Jurnal Hukum, Volume l  4 No. 2 Januari 2022 Fakultas Hukum, 

Unive lrsitas Bojone lgoro hal.51 
5
 Brigpol Hani Hardyanti, Penyidik Pembantu PPA Polresta Jambi, wawancara, 10 
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Tabel 1.1 

Jumlah Perkara Tindak Pidana yang Diselesaikan Melalui Mediasi 
 

 

Tahun Jumlah 

perkara 

Selesai melalui 

Mediasi 

Naik ke 

pengadilan 

Pencabutan 

Laporan 

2022 44 30 1 13 

2023 62 50 2 10 

2024 58 38 2 18 

Sumbelr : Unit PPA Polre lsta Jambi 

 

Dari tablel 1.1 diatas dapat dikeltahui jumlah pelrkara tindak pidana ylang 

disellelsaikan mellalui meldiasi dalam tiga tahun telrakhir, ylaitu tahun 2022 hingga 

2024. Pada tahun 2022 telrdapat 44 pelrkara, delngan selbagian belsar disellelsaikan 

mellalui Relstorativel justicel dan Dive lrsi, sisanyla naik kel pelngadilan atau belrakhir 

de lngan pelncabutan laporan. Jumlah pelrkara melningkat pada tahun 2023 melnjadi 

62 pelrkara, dan mayloritas juga disellelsaikan mellalui pelndelkatan ylang sama. Pada 

tahun 2024, jumlah pelrkara seldikit melnurun melnjadi 58, namun pelnylellelsaian 

mellalui Keladilan Relstoratif dan Divelrsi teltap melndominasi. 

Adapun 5 pelrkara dari tabell telrselbut ylang diadili delngan prosels pe lngadilan, 

melnurut pihak kelpolisian selbelnarnyla bisa melnggunakan Re lstorativel Justicel – 

Dive lrsi, karelna bukan melrupakan tindak pidana ylang sifatnyla belrulang. 

Melskipun Undang-Undang tidak melncantumkan larangan melnylellelsaikan 

pelrkara pidana dipelngadilan, teltapi pada dasarnyla helndaklah diutamakan meldiasi 

atau pelnylellelsaian delngan meltodel keladilan relstoratif. 
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Diselbutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telpatnyla pada 

Pasal 5 Aylat (1) bahwa sistelm pelradilan pidana anak wajib melngutamakan 

pelndelkatan keladilan relstoratif dan dive lrsi. YLang dimaksudkan pelndelkeltan 

keladilan relstoratif melnurut Aris Wahyludi Santoso Pelndelkatan Relstorativel Justicel 

atau keladilan relstoratif selbagai suatu pelndelkatan ylang me lnawarkan dan 

melmbelrikan pelnylellelsaian pelrsoalan hukum pidana, di luar otoritas aparat 

pelnelgak hukum ylang harus melnelmpuh jalan panjang mellalui sistelm pelradilan 

pidana dan bahwa pelnylellelsaian suatu tindak pidana anak helndak melngutamakan 

pelnylellelsaian diluar pelngadilan. 

Be lrdasarkan data diatas masih ada tindak pidana ylang dilakukan olelh anak 

tidak telrsellelsaikan selcara meldiasi dan teltap lanjut pada prosels pelngadilan, olelh 

karelna itu pelnulis telrtarik untuk mellakukan pelnellitian ylang belrjudul “Upaya 

Penyelesaian Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Pada Anak Di 

Wilayah Hukum Kota Jambi” 

B. Perumusan Masalah 

Be lrdasarkan pelnjellasan ylang tellah disampaikan dalam latar bellakang maka 

dapat ditelntukan belbelrapa rumusan masalah, ylaitu: 

1. Bagaimana upayla pelnylellelsaian tindak pidana anak selbagai pellaku kelkelrasan 

pada anak di Wilaylah Hukum Kota Jambi? 

2. Apa kelndala dalam pelnylellelsaian tindak pidana anak selbagai pellaku 

kelkelrasan pada anak di Wilaylah Hukum Kota jambi? 
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C. Tujuan Penelitian dan Penulisan 

 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk melnge ltahui faktor-faktor pelnylelbab pelnylellelsaian tindak pidana 

anak selbagai pellaku kelkelrasan pada anak tidak telrsellelsaian mellalui 

Relstorativel Justicel di Wilaylah Kelpolisian Relsor Kota Jambi. 

b. Untuk melnge ltahui dan melngkritisi pelnyle llelsaian telrhadap tindak pidana 

anak selbagai pellaku kelkelrasan pada anak diwilaylah Ke lpolisian Relsor 

Kota Jambi. 

2. Tujuan Penulisan 

Tujuan Pelnulisan dalam pelnellitian ini selbagai belrikut: 

 
a. Untuk melmelnuhi selbagian pelrsylaratan dalam rangka pelnylellelsaian 

studi guna melmpelrolelh gellar sarjana hukum pada Fakultas Hukum 

Unive lrsitas Batanghari Jambi. 

b. Untuk melmpelrluas wawasan pelnulis dalam bidang disiplin ilmu 

Hukum Pidana pada umumnyla dan khususnyla untuk melmpelrkayla 

bahan litelratur kelpustakaan Hukum Univelrsitas Batanghari Jambi dan 

sumbangan pe lmikiran telrhadap siapa saja ylang melmbutuhkan 

informasi dari hasil pelnulisan ini ylang dapat dipelrgunakan untuk 

melwujudkan pelnylellelsaian pelnanganan olelh Kelpolisian Relsor Kota 

Jambi ylang lelbih baik dimasa ylang akan datang. 

D. Kerangka Konseptual 

 

Ke lrangka konselptual melrupakan susunan dari belbelrapa konselp selbagai 

satu kelbulatan ylang utuh, selhingga telrbelntuk suatu wawasan untuk dijadikan 
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landasan acuan, dan peldoman dalam pelnellitian atau pelnulisan. Sumbelr konse lp 

adalah pelraturan pelrundang-undangan, buku, jurnal, karyla tulis ilmiah, laporan 

penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.
6
 

Be lrdasarkan pelngelrtian telrselbut, maka belbelrapa batasan istilah dan 

pelnge lrtian ylang digunakan pada pelnellitian ini diantaranyla: 

1. Penyelesaian Tindak Pidana Anak 

Pelnylellelsaian tindak pidana anak adalah selcara umum melrupakan prosels 

pelnanganan kasus pidana ylang dilakukan telrhadap anak selbagai pellaku, 

de lngan melnge ldelpankan pelndelkatan pelmbinaan dan pelrlindungan. Tujuannyla 

bukan selmata-mata melnghukum, mellainkan untuk melndidik dan 

melnge lmbalikan anak kel dalam lingkungan sosialnyla selcara selhat. Jalur 

pelnylellelsaian bisa dilakukan mellalui sistelm formal (pelngadilan) maupun 

pelndelkatan non-formal selpelrti divelrsi atau ke ladilan relstoratif, delngan focus 

pada pemulihan dan tanggung jawab anak. 
7
 

Tindak Pidana Anak adalah suatu pelrbuatan ylang mellanggar hukum pidana 

ylang dilakukan olelhh anak. Pelrbuatan itu dapat belrupa keljahatan atau 

pellanggaran. anak ylang be lrkonflik delngan hukum, anak ylang tellah belrumur 

12 tahun teltapi bellum belrumur 18 (dellapan bellas) tahun ylang diduga 

melakukan tindak pidana.
8
 

 

 

 
6 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram-NTB, 

2020, hlm. 42. 

l l l                            l l l l 

7
 Maidin Gultom, Pe lrlindungan Te lrhadap Anak dalam Sistelm Pelradilan Pidana 

Anak di Indonelsia, Bandung: Re lfika Aditama, 2002, hlm. 5. 
8 Ibid., hlm. 3.” 
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2. Kekerasan 

Istilah kelkelrasan belrasal dari bahasa Latin violelntia ylang be lrarti violelncel, 

ylang dalam bahasa latin diselbut violelntia. Violelncel elrat belrkaitan delngan 

gabungan kata latin “vis” (dayla, kelkuatan) dan “latus” ylang belrasal dari felrrel 

(membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan. 
9
 

Melnurut kamus belsar bahasa Indone lsia, kelke lrasan adalah pelrihal atau sifat 

kelras,  paksaan,  pelrbuatan  selselorang  atau  selkellompok  orang  ylang 

lnylelbabkan celdelra atau matinyla orang lain. 

 

Pada dasarnyla kelkelrasan diartikan selbagai pelrilaku delngan se lngaja maupun 

tidak selngaja (ve lrbal maupun nonvelrbal) ylang ditunjukan untuk melnceldelrai 

atau melrusak orang lain, baik belrupa selrangan fisik, melntal, sosial, maupun 

elkonomi ylang mellanggar hak asasi manusia, belrtelntangan delngan nilai-nilai 

dan norma-norma masylarakat selhinggga belrdampak trauma psikologis bagi 

korban. Melnurut Thomas Hobbe ls, kelkelrasan melrupakan selsuatu ylang 

alamiah dalam manusia. Dia pelrcayla bahwa manusia adalah makhluk ylang 

dikuasai olelh dorongan-dorongan irasional, anarkis, saling iri, selrta belnci 

selhingga melnjadi jahat, buas, kasar, dan belrpikir pelndelk. Hobbels 

melngatakan bahwa manusia adalah selrigala bagi manusia lain (homo homini 

lupus). Olelh karelna itu, kelkelrasan adalah sifat alami manusia. Dalam 

keltatanelgaraan, sikap kelkelrasan digunakan untuk melnjadikan warga takut 

dan tunduk kelpada pelmelrintah Nelgara ylang melnggunakan kelkkelrasan 

 

9 Johan Galtung, Kekuasaan dan kekerasan menurut Johan Galtung, Penerbit Kanisius, 

YLogylakarta, 1992. Hlm. 62. 
10 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka, Jakarta 1988. Hlm. 

l l l 

758. 

l l l l l l 



11  

ke 12 

l l l l 

l l L l l l l l l l l 

 

telrpusat dan melmiliki kelkuatanlah ylang dapat melnge lndalikan situasi dan 

kondisi bangsa. 

Be lrbelda delngan pe lndapat Hobbels, J.J. Rousse lau melngungkapkan bahwa 

pada dasarnyla manusia itu polos, melncintai diri selcara spontan, selrta tidak 

elgois. Pe lradaban selrta kelbudaylaanlah ylang melnjadikan manusia kelhilangan 

sifat aslinyla. Manusia melnjadi kasar dan keljam telrhadap orang lain. Delngan 

kata lain kekerasan yang dilakukan bukan merupakan sifat murni manusia.
11

 

3. Anak Sebagai Pelaku 

Pellaku tindak pidana adalah kellompok atau orang ylang mellakukan pelrbuatan 

atau tindak pidana ylang be lrsangkutan delngan arti orang ylang mellakukan 

de lngan unsur ke lselngajaan atau tidak selpelrti ylang diisylaratkan olelh Undang- 

Undang atau ylang tellah timbul akibat ylang tidak dikelhelndaki olelh Undang- 

Undang, baik itu melrupakan unsur-unsur subjelktif maupun unsur-unsur 

obylelktif, tanpa melmandang apakah kelputusan untuk mellakukan tindak 

pidana telrselbut timbul dari dirinyla selndiri atau karelna gelrakan olelh pihak 

ltiga. 

 

Anak se lbagai pellaku tindak pidana atau anak ylang belrkonflik delngan hukum 

melrupakan pellaku tindak pidana ylang masih belrusia 12 tahun teltapi bellum 

melmasuki usia 18 tahun (anak) ylang diduga tellah mellakukan suatu tindak 

pidana.
13

 

 

11 Benyamin Y. Bria, Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Bagaimana Menyikapinya, 

Pustaka Nusatama, YLogylakarta, 2003. Hlm 86. 
12 Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip. 1984, hlm: 37 
13

 https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak 
l l l l l l 

 

diakse ls pada tanggal 21/01/2025 pukul 19.17. 

https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak%20%20diakses%20pada%20tanggal%2021/01/2025
https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak%20%20diakses%20pada%20tanggal%2021/01/2025
https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak%20%20diakses%20pada%20tanggal%2021/01/2025
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4. Wilayah Hukum Kota Jambi 

Wilaylah Hukum Kota Jambi melrujuk pada batas yluridiksi atau kelwelnangan 

hukum dari aparat pelne lgak hukum dan lelmabga pelradilan ylang belrada dan 

belrwelnang di wilaylah administratif Kota Jambi. Ini melncakup selgala kelgiatan 

hukum, telrmasuk pelnelgakan hukum pidana, pelrdata dan tata usaha nelgara 

ylang telrjadi di dalam batas gelografis Kota Jambi. 

Selcara umum, wilaylah hukum ini melnjadi tanggung jawab : 
 

1. Polrelsta Jambi (Kelpolisian Relsor Kota Jambi), ylang melnangangi prosels 

pelnylellidikan dan pelnylidikan tindak pidana. 

2. Ke ljaksaan Nelgelri Jambi, ylang belrwelnang dalam pelnuntutan pelrkara 

hukum. 

3. Pelngadilan Nelgelri Jambi, ylang melmelriksa, melngadili, dan melmutus 

pelrkara di tingkat pelrtama untuk wilaylah Kota Jambi. 

Pada UU Nomor 40 tahun 2024 Wilaylah hukum Kota Jambi adalah wilaylah 

hukum ylang melngatur dan mellindungi 11(selbellas) Ke lcamatan, ylaitu : 

a. Ke lcamatan Tellanaipura; 

 

b. Ke lcamatan Jambi Sellatan; 

 

c. Ke lcamatan Jambi Timur; 

 

d. Ke lcamtan Pasar Jambi; 

 

e. Ke lcamatan Pellaylangan; 

f. Ke lcamatan Danau Telluk; 

g. Ke lcamatan Kota Baru; 

 

h. Ke lcamatan Jellutung; 
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i. Ke lcamtan Alam Barajo; 

 

j. Ke lcamatan Danau Sipin; dan 

 
k. Ke lcamatan Paal Melrah; 

 

de lngan jumlah populasi pelnduduk 635.101 jiwa dan luas wilaylah 205, 4 

km².
14

 

E. Landasan Teoritis 

Landasan telori adalah pelnggunaan telori ylang melnjadi dasar analisis telrhadap 

seltiap objelk pelnellitian. Telori ini digunakan selbagai acuan untuk melnganalisa 

ltiap fakta hukum ylang ditelmukan dan dikelmukakan. Selsuai delngan 

pelrmasalahan ylang akan di bahas di dalam pelnellitian telntang pelnylellelsaian tindak 

pidana anak selbagai pellaku kelkelrasan pada anak Diwilaylah Hukum Kota Jambi 

maka pelrlu dikelmukakan selcara ringkas landasan teloritis ylang dipelrgunakan 

se lbagai dasar pijakan pelmbahasan dalam pelnellitian ini ylaitu 

 

1. Telori Relstorativel Justicel 
 

Istilah Re lstoratif (relstorativel) pelrtama kali dikelmukakan olelh Belrnatt 

untuk melnylellelsaikan pelrkara dalam belntuk meldiasi antara pihak korban 

dan pellaku tindak pidana. Pelnge lrtian relstorativel justicel atau keladilan 

relstoratif dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 telntang Sistelm 

Pelradilan Pidana Anak pada Pasal 1 melnylelbutkan bahwa “Keladilan 

Relstoratif adalah pelnylellelsaian pelrkara tindak pidana delngan mellibatkan 

pellaku, korban, kelluarga pellaku/korban, dan pihak lain ylang telrkait untuk 

 
14 Pemerintah Kota Jambi, Profil Kota Jambi, https://jambikota.go.id, diakses pada 30 Juli 

l l l 

2025. 
15

 Tim Re lvisi FH UNBARI, Peldoman Pelnulisan Skripsi, Fakultas Hukum Unive lrsitas 

Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 31 

https://jambikota.go.id/
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belrsama-sama melncari pelnylellelsaian ylang adil delngan melnelkankan 

pelmulihan kelmbali pada keladaan selmula, dan bukan pelmbalasan”. 

Be lrdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 telpatnyla pada Pasal 5 

ylang belrbunyli: 

1. Sistelm Pelradilan Pidana Anak wajib melngutamakan pelndelkatan 

Ke ladilan Relstoratif. 

2. Sistelm Pelradilan Pidana Anak selbagaimana dimaksud pada aylat (1) 

melliputi: 

a. Pelnylidikan dan pelnuntutan pidana anak ylang dilaksanakan selsuai 

de lngan keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan, ke lcuali 

ditelntukan lain dalam Undang-Undang ini; 

b. Pelrsidangan Anak ylang dilakukan olelh pelngadilan dilingkungan 

pelradilan umum; dan 

c. Pelmbinaan, pelndampingan sellama prosels pellaksanaan pidana atau 

tindakan dan seltellah melnjalani pidana atau tindakan. 

3. Dalam Sistelm Pelradilan Pidana Anak selbagaimana dimaksud pada 

aylat (2) huruf a dan huruf b wajib di upaylakan Divelrsi. 

Konselp relstorativel justicel atau keladilan relstoratif adalah altelrnatif 

pelnylellelsaian pelrkara tindak pidana ylang dalam melkanismel tata cara 

pelradilan pidana belrfokus pada pe lmidanaan ylang diubah melnjadi prosels 

pelrdamaian mellalui meldiasi antara pellaku dan korban delngan 

melnge ldelpankan pelmulihan pada keladaan selmula dan melngelmbalikan 

pola hubungan baik dalam masylarakat. Dalam Surat Kelputusan Direlktur 
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Jelndelral Badan Pelradilan Umum Nomor 16191/DJU/SK/PS.00/12/2020 

telntang Peldoman Pelnelrapan Relstorativel Justicel melmbelrikan delfini ylaitu 

prinsip dasar relstorativel justicel (keladilan relstoratif) ylaitu adanyla 

pelmulihan kelpada korban ylang melndelrita akibat keljahatan delngan 

melmbelrikan ganti rugi kelpada korban ylang melndelrita akibat keljahatan 

delngan. Pe llaku melmiliki kelselmpatan telrlibat dalam pelmulihan keladaan 

(relstoratif) dan masylarakat belrpelran mellelstarikan pelrdamaian, untuk dan 

pelngadilan belrpelran untuk melnjaga keltelrtiban umum. 

Muladi melmbelrikan delfinisi keladilan relstoratif melrupakan suatu 

pelndelkatan telrhadap keladilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggung 

jawab, keltelrbukaan, kelpelrcaylaan harapan pelnylelmbuhan, dan belrdampak 

telrhadap pelngambilan kelputusan kelbijakan sistelm pelradilan pidana dan 

praktisi hukum di selluruh dunia dan melnjanjikan hal positif kel delpan 

belrupa sistelm keladilan untuk melngatasi konflik akibat keljahatan dan 

hukum ylang dipelrtanggungjawabkan dapat selrta keladilan relstoratif dapat 

telrlaksana apabila fokus pelrhatian diarahkan pada kelrugian akibat tindak 

pidana, pelrhatian ylang sama dan komitmeln untuk mellibatkan pellaku dan 

korban, melndorong pe llaku untuk belrtanggung jawab, kelselmpatan untuk 

dialog antara pellaku dan korban, mellibatkan masylarakat telrdampak 

keljahatan dalam prosels reltroaktif, melndorong ke lrja sama dalam 

relintelgrasi. 
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Bagir Manan melmbelrikan delfinisi relstorativel justicel adalah pelnataan 

kelmbali sistelm pelmidanaan ylang lelbih adil, baik bagi pellaku, korban 

maupun masyarakat.
16

 

2. Telori Divelrsi 
 

Be lrdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telntang 

Sistelm Pelradilan Pidana Anak, divelrsi adalah pelngalihan pelnylellelsaian 

pelrkara anak dari prosels pelradilan pidana kel prose ls di luar pelradilan 

pidana.Pellaksanaan divelrsi dilatarbellakangi kelinginan melnghindarkan 

elfelk nelgatif sistelm pelradilan pidana telrhadap jiwa dan pelrkelmbangan 

anak ylang belrhadapan delngan hukum. Pe llaksanaan divelrsi olelh aparat 

pelnelgak hukum didasari olelh kelwelnangan aparat pelnelgak hukum ylang 

diselbut diskrelsi. De lngan pe lnelrapan konselp divelrsi, belntuk pelradilan 

formal ylang ada sellama ini lelbih melngutamakan usaha melmbelrikan 

pelrlindungan bagi anak dari tindakan pelmelnjaraan. Sellain itu, telrlihat 

bahwa pelrlindungan anak delngan ke lbijakan divelrsi dapat dilakukan pada 

selmua tingkat pelradilan mulai dari masylarakat selbellum telrjadinyla tindak 

pidana delngan mellakukan pelncelgahan. Jika ada anak ylang mellakukan 

tindak pidana, maka anak tersebut tidak perlu diproses ke polisi.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Mirza Sahputra, Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan 

Pe lrundang-Undangan Di Indonelsia, Volume l  12, Jurnal Transformasi Administrasi,2022, halaman 

89. 
17 Louisa Yesami Krisnalita, Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, 

Binamulia Hukum, Vol.8 No. 1, Juli 2019, hal 100 
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lang ditelliti. 

 

F. Metode Penelitian 

 

Meltodel adalah suatu cara ylang telratur dan telrpikir de lngan baik-baik untuk 

lncapai tujuan telrtelntu. Agar pe lnulisan skripsi ini dapat melncapai hasil 

kelbelnaran ylang diinginkan selcara ilmiah dan objelktif, maka dipelrlukan meltodel 

pelnellitian ylang logis, konsisteln dan sistelmatis. Meltodel pelnellitian ylang dipilih 

harus mampu melmbelrikan kelrangka kelrja ylang jellas untuk melngumpulkan, 

melnganalisis dan melngintelrpreltasi data. 

 

Delngan delmikian, pelmilihan dan pelnelrapan meltodel pelnellitian ylang telpat 

akan sangat belrkontribusi telrhadap pelncapaian hasil ylang akurat dan objelktif 

dalam pelnulisan skripsi ini. Adapun meltodel pelnellitian dalam skripsi ini selbagai 

belrikut: 

1. Tipe Penelitian 

Pelnellitian ini dilakukan delngan melnggunakan tipel pelnellitian yluridis 

elmpiris. Melnurut Soelrjono Soelkanto dan Sri Mamuji, tipel pelnellitian hukum 

sosologis tahu elmpiris adalah pelnellitian hukum ylang dilakukan delngan cara 

melnelliti data primelr. Data primelr melrupakan data ylang be lrasal dari 

masylarakat dan/atau orang ylang telribat selcara langsung te lrhadap masalah 

y 19 

Dalam hal pelnylellelsaian tindak pidana anak selbagai pellaku kelkelrasan 

pada anak diwilaylah Kelpolisian Relsor Kota Jambi, data primelr sangat 

pelnting. Data primelr belrfungsi untuk melmbelri gambaran telntang 

 

18
 H. Salim Hs Dan ELrlie ls Selptiana Nurbani, Pe lnelrapan Te lori Hukum Pada Pelnellitian 

Te lsis Dan Dise lrtasi, PT. Raja Grafindo Pelrsada, Jakarta, 2013, halaman 8. 
19

 Ibid, halaman 20. 
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pelrmasalahan ini. Delngan tujuan untuk kasus ylang elfelktif diwilaylah hukum 

Ke lpolisian Relsor Kota Jambi. 

2. Pendekatan Penelitian 

Melngingat pelnellitian melnggunakan tipel e lmpiris, maka pelndelkatan ylang 

digunakan dalam pelnellitian ini adalah pelndelkatan socio-lelgal relse larch 

(pelnellitian sosio lelgal). Sosio-lelgal relselarch adalah pelndelkatan pelraturan 

pelrundang-undangan delngan mellihat kelnylataan dimasylatrakat. Pelnellitian 

sosio lelgal hanyla melnelmpatkan hukum selbagai ge ljala sosial. Dalam hal 

lmikian, hukum di pandang dari selgi luarnyla saja. Pelndelkatan pelnellitian 

sosio legal ini dapat diidentifikasi melalui satu hal yaitu: 
21

 

 
a. Pelnellitian sosio lelgal mellakukan studi telkstual, pasal-pasal dalam 

pelraturan pelrundang-undangan dan kelbijakan dapat dianalisis selcara 

kritikal dan dijellaskan makna dan implikasinyla telrhadap subjelk hukum, 

dalam hal ini dapat dijellaskan bagaimanakah makna ylang telrkandung 

dalam pasal-pasal telrselbut melrugikan atau melnguntungkan kellompok 

masylarakat telrtelntu dan delngan cara bagaimana. Seltellah itu melncoba 

melnellaah seljauhmana keldua aturan itu tellah ditelrapkan pada 

pelnylellelsaian tindak pidana anak selbagai pellaku kelkelrasan pada anak 

Diwilaylah Hukum Kota Jambi. 

3. Sumber Data 

Pelnellitian telntang Upayla pelnylellelsaian tindak pidana anak selbagai 

pellaku kelkelrasan pada anak diwilaylah Ke lpolisian Relsor Kota Jambi 
 

 

20
 Ibid 

21
 Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Metode 

 

Penelitian Hukum: Konstelasi Dan 

Relflelksi, YLaylasan Pustaka Obor Indonelsia, Jakarta, 2013, halaman 177. 

de 
20 
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selbagaimana dijellaskan diatas melrupakan pelnellitian yluridis elmpiris, 

Dalam pelnellitian yluridis elmpiris dibagi melnjadi tiga macam, ylaitu: 

a. Data Lapangan (Fielld Relselarch) 
 

Dalam pelnellitian telntang pelnylellelsaian tindak pidana anak 

selbagai palaku kelkelrasan pada anak Diwilaylah Hukum Kota Jambi 

belrasal dari pelngumpulan informasi ylang dilakukan selcara langsung 

dilapangan. Prosels pelngumpulan data ini melncakup wawancara 

langsung delngan be lrbagai pihak ylang telrkait delngan kasus-kasus 

telrselbut. 

Pelnellitian lapangan ini melmiliki tujuan ylang jellas ylaitu 

untuk melngumpulkan data primelr ylang dipelrlukan untuk analisis. 

Data primelr ylang dipelrlukan untuk analisis. Data primelr melrujuk 

pada informasi ylang dipe lrolelh langsung dari sumbelrnyla, dalam hal 

ini, informasi ylang dikumpulkan dilokasi pelnellitian. Prosels 

pelngumpulan data lapangan mellibatkan intelraksi delngan para 

relspondeln, ylaitu individu atau kellompok ylang melmbelrikan 

informasi rellelvan delngan topik pelnellitian. Mellalui meltodel ylang 

sistelmatis, pelnelliti melngajukan pelrtanylaan dan melncatatan jawaban 

ylang dibelrikan olelh relspondeln. Relspondeln ylaitu orang atau 

kellompok  masylarakat  ylang  melmbelrikan  jawaban  telrhadap 

pelrtanylaan ylang diajukan olelh pelnelliti. 
 

 

 

 

 

22
 Ibid, hal 24. 

22 
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Pelnellitian lapangan ini dilaksanakan selcara langsung 

dilokasi ylang ditelntukan ylaitu di Kelpolisian Relsor Kota Jambi. 

Prose ls pelngumpulan data dilakukan delngan cara belrintelraksi 

de lngan re lspondeln ylang tellah diteltapkan selbellumnyla. Pelmilihan 

relspondeln ini dilakukan delngan celrmat agar data ylang dipelrolelh 

dapat diandalkan dan rellelvan delngan tujuan pelnellitian. Data 

telrselbut akan melnjadi sumbelr informasi ylang sangat pelnting dalam 

pelmbahasan skripsi ini selhinga mampu melmbelrikan analisis ylang 

melndalam dan akurat melnge lnai topik ylang se ldang di telliti. 

b. Data Kelpustakaan (Libraryl Relselarch) 

 
Data pustaka adalah selmua bahan ylang be lrkaitan delngan 

pelnellitian Pelnylellelsaian tindak pidana anak selbagai pellaku 

kelkelrasan pada anak diwilaylah Hukum Kota Jambi. Di dalam 

pelnellitian hukum ada belbelrapa data pustaka pelndukung dalam 

pelnellitian ini ylaitu belrupa, pelraturan pelrundang-undangan, buku 

hukum dan jurnal. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Telknik pelngumpulan data ylang digunakan olelh pelnulis dalam 

pelnellitian ini belrkaitan delngan pelnylellelsaian tindak pidana anak selbagai 

pellaku kelkelrasan pada anak diwilaylah hukum Kota Jambi melncakup 

belbelrapa meltodel ylang sistelmatis dan telrstruktur. Adapun telknik 

pelngumpulan data telrselbut selbagai belrikut: 
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a. Wawancara (Intelrvielw) 

 

Telknik pelngumpulan data primelr dilapangan dilakukan delngan 

cara wawancara. Dalam wawancara ini belrarti bahwa pelnelliti 

melmpelrsiapkan dulu pelrtanylaan ylang akan diajukan teltapi pelnelliti 

tidak telrlampau telrikat pada aturan-aturan ylang keltat. Ini dilakukan 

dalam penelitian yang bersifat kualititatif.
23

 

Alat ylang digunakan adalah peldoman wawancara ylang 

melmuat pokok-pokok ylang dinylatakan. Peldoman wawancara ini 

diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaaan.
24

 

Delngan delmikian, dalam hal ini wawancara ylang digunakan hanyla 

belrupa garis-garis belsar pelrmasalahan telntang pelnylellelsaian tindak 

pidana anak selbagai pellaku kelkelrasan pada ylang akan ditanylakan 

kelpada para relspondeln diwilaylah Ke lpolisian Relsor Kota Jambi 

ylang akan ditanylakan kelpada relspondeln. 

b. Dokumelntasi (Documelntation) 

 

Selbuah cara ylang dilakukan untuk melnyleldiakan dokumeln- 

dokumeln de lngan melnggunakan bukti ylang akurat dari pelncacatan 

sumbelr-sumbelr informasi khusus dari karangan/ tulisan, buku, 

undang-undang, dan selbagainyla. Dalam artian umum dokumelntasi 

melrupakan selbuah pelncarian, pelnylellidikan, pelngumpulan, 

pelnguasaan, pe lmakaian dan pelnyleldiaan dokumeln. Dokumelntasi ini 

digunakan  untuk  melndapatkan  keltelrangan  dan  pelnelrangan 

 

23
 Ibid, halaman 96. 

24
 Ibid. 
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lmiliki kapasitas untuk melwakili kelselluruhan populasi. 

 
pelnge ltahuan dan bukti. Dokumeln bisa diartikan juga selbagai surat 

pelnting atau belrharga ylang sifatnyla telrtulis ataupun telrceltak ylang 

be lrfungsi atau dapat dipakai selbagai bukti ataupun keltelrangan. 

Dokumeln ylang digunakan belrupa BAP (Belrita Acara Pelnellitian) dan 

data ylang dipelrolelh dari Unit PPA. 

5. Teknik Penarikan Sampel 

Telknik pelnarikan sampell ylang ditelrapkan dalam skripsi ini adalah 

purposive l sampling (Selmpell belrtujuan). Telknik purposivel sampling 

melrupakan meltodel ylang digunakan untuk melmilih individu atau objelk 

belrdasarkan kritelria ylang tellah diteltapkan olelh pelnelliti. Purposivel 

sampling adalah selmpell ylang dipilih belrdasarkan 

pelrtimbangan/pelnellitian subylelktif dari pelnellitian, jadi dalam hal ini 

pelnellitian melnelntukan selndiri relspondeln mana ylang dianggap dapat 

lwakili populasi. 

Pelmilihan dan pelnelntuan sampell dalam pelnellitian ini dilakukan 

de lngan sangat celrmat dan melngikuti kritelria ylang te llah diteltapkan 

selbellumnyla. Kritelria ylang tellah diteltapkan selbellumnyla. Kritelria 

telrselbut dirumuskan belrdasarkan pelrtimbangan pelnting bahwa para 

relsponde ln ylang dipilih harus melmiliki pelmahaman ylang melndalam 

melnge lnai pelrmasalahan ylang ditelliti. Sellain itu juga, relspondeln harus 

me 
26 

25
 Burhan Ashshofa, Meltodel Pelne llitian Hukum, Rine lka Cipta, Jakarta, 2013, 

halaman 91. 
26 Ibid, halaman 19. 
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Pelmilihan dan pelnelntuan sampell dalam pelnellitian ini dilakukan 

de lngan sangat celrmat dan melngikuti kritelria ylang te llah diteltapkan 

selbellumnyla. Kritelria telrselbut dirumuskan belrdasarkan pelrtimbangan 

pelnting bahwa para relspondeln ylang dipilih harus melmiliki pelmahaman 

ylang melndalam melnge lnai pelrmasalahan ylang ditelliti. Sellain itu juga, 

relsponde ln harus melmiliki kapasitas untuk melwakili kelsuluruhan 

populasi ylang melnjadi objelk studi, ylaitu: 

1. Kanit PPA Satrelskrim Kelpolisian Relsor Kota Jambi. 
 

2. Panit Lindung Satrelskrim Kelpolisian Relsor Kota Jambi. 

3. Panit Idik Satrelskrim Ke lpolisian Relsor Kota Jambi. 

 
Dalam pelnellitian ini, tiga pihak relspondeln dipilih delngan celrmat 

untuk melmastikan bahwa data ylang telrkumpul dapat melmbelrikan 

gambaran ylang akurat melnge lnai pelrmasalahan ylang se ldang ditelliti. 

Relspondeln ini melmainkan pelran pelnting dalam pelnyle llelsaian tindak 

pidana, khususnyla telrhadap tindak pidana anak selbagai pellaku kelkelrasan 

pada anak ylang telrjadi diwilylah hukum Kota Jambi. 

6. Analisis Data 

Analisis data ylang digunakan dalam pelnellitian telntang 

pelnylellelsaian tindak pidana anak selbagai pellaku kelkelrasan pada anak 

ylang telrjadi diwilaylah hukum Kota Jambi adalah melnggunakan meltodel 

delskriptif analitik delngan pelndelkatan analisis kualitatif. Analisis 

kualitatif melrupakan analisis data hasil wawancara ylang tidak 

melnggunakan angka me llainkan melmbelrikan gambaran-gambaran atau 
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delskripsi delngan kata-kataa atas telmuan-telmuan dan karelnanyla ia lelbih 

 

lngutamakan mutu atau kualitas dari pada kuantitas. 

 
Data primelr ylang dipelrolelh dari hasil pelnellitian lapangan belrfokus 

pada pelnylellelsaian tindak pidana anak selbagai pellaku kelkelrasan pada 

anak diwilaylah hukum Kota Jambi. Pelngumpulan data dilakukan selcara 

sistelmatis delngan tujuan untuk melndapatkan informasi ylang akurat dan 

rellelvan. Seltellah data telrkumpul, langkah sellanjutnyla adalah melnylusun 

dan melngolah informasi telrselbut delngan celrmat. Pelngolahan data 

melliputi  klasifikasi  kel dalam bagian-bagian telrtelntu, ylang 

melmungkinkan untuk idelntifikasi dan pelmahaman ylang lelbih baik 

melnge lnai felnomelna ylang ditelliti. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk melmpelrmudah dan melmahami pelnulisan dalam skripsi ini selcara 

melnylelluruh, pelnulis melmbelrikan gambaran ylang lelbih jellas dan lelngkap 

hal-hal ylang akan diuraikan dalam pelnulisan hokum ini, maka pelnulis akan 

melmbelrikan sistelmatika pelnulisan hukum. Sistelmatika pelnulisan hukum ini 

telrdiri dari IV bab, belbelrapa sub bab, telrmasuk daftar pustaka dan lampiran. 

Adapun siste lmatika pelnulisan pelnellitian hukum ini selbagai belrikut: 

Bab I se lbagai bab pelndahuluan ylang belrisikan latar bellakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan pelnulisan dan pelnellitian, kelrangka konselptual, 

manfaat  pelnellitian,  meltodel pelnellitian  dan  sistelmatika  pelnulisan. 

 

 

 

27 Ibid, halaman 19. 
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Pelmbahasan dalam bab pelrtama ini dimaksudkan selbagai pelngantar dan atau 

peldoman dasar untuk pelmbahasan bab-bab belrikutnyla. 

Bab II belrisikan belbelrapa hal ylang dibuat delngan tinjauan umum telntang 

tindak pidana anak mulai dari pelnge lrtian tindak pidana, jelnis-jelnis tindak 

pidana, pelnge lrtian tindak pidana anak dan dasar pelngaturan tindak pidana 

anak. 

Bab III be lrisikan tinjauan umum telntang pelngaturan pelnyle llelsaian tindak 

pidana ylang dilakukan olelh anak mulai dari pelnylellelsaian mellalui Relstorativel 

Justicel, pelnylellelsaian mellalui Divelrsi dan pelnylellelsaian mellalui Pelngadilan. 

Bab IV pelmbahasan ylang telrdiri dari sub bab melnguraikan kelrangka hasil 

pelnellitian dan pelmbahasan ini melrupakan pokok ylang dimaksudkan untuk 

melncari jawaban atas pelrumusan masalah ylang te llah ada pada bab pelrtama, 

ylaitu upayla pelnylellelsaian tindak pidana anak selbagai pellaku kelkelrasan pada 

anak di Wilaylah Hukum Kota Jambi dan kelndala dalam pelnylellelsaian tindak 

pidana anak selbagai pellaku kelkelrasan pada anak di Wilaylah Hukum Kota 

Jambi. 

Bab V ialah bab pelnutup dari pelnulisan skripsi ini, ylakni belrupa kelsimpulan 

dari hasil pelnellitian dan saran telrkait pelnellitian. 


